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ABSTRAK 

 

Nella Rahmadhani (2025):  Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik 

Utang Piutang Dengan Pembayaran Hasil 

Pertanian di Nagari Bawan Kecamatan Ampek 

Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat   

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktik utang piutang dengan 

pembayaran hasil pertanian oleh petani jagung kepada toke di Nagari Bawan, 

Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Petani Jagung di 

Nagari ini melakukan praktik utang piutang berupa uang, bibit pupuk dan 

keperluan lainnya untuk menanam jagung kepada toke. Namun permasalahan 

terjadi dikarenakan toke memberikan persyaratan kepada petani dari persyaratan 

tersebut menimbulkan suatu masalah dan adanya ketidakadilan yang diterima oleh 

petani, petani yang bergantung pada peminjaman ini terpaksa mengikuti syarat 

yang diberikan oleh toke.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik utang 

piutang dengan pembayaran hasil pertanian dan tinjauan fiqih muamalah terhadap 

praktik utang piutang dengan pembayaran hasil pertanian di Nagari Bawan, 

Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field researc). Teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam 

penelitian ini adalah petani jagung dan toke yang meminjamkan modal dan 

membeli hasil panen jagung petani. Sumber data dalam penelitian ini 

menggunakan data primer dan data sekunder.  

 Hasil penelitian ini adalah mengkaji praktik utang piutang dengan 

pembayaran hasil pertanian. Praktik ini dilakukan secara lisan berdasarkan 

kepercayaan dan adat setempat, di mana toke memberikan modal berupa uang dan 

juga bibit, pupuk, dan kebutuhan pertanian lainnya dengan syarat hasil panen 

dijual kembali kepada toke dengan harga di bawah harga pasar. Meskipun 

dianggap membantu petani karena kemudahan akses modal, praktik ini 

mengandung unsur ketimpangan, adanya ketidakadilan harga, dan cenderung 

merugikan pihak petani. Dalam tinjauan fiqih muamalah, transaksi tersebut sudah 

memenuhi rukun utang piutang namun praktik ini tidak memenuhi syarat harga 

yang jelas oleh karena itu adanya unsur kerugian serta tidak terpenuhinya prinsip 

kerelaan (ridha) secara utuh serta mengandung unsur riba. Oleh karena itu, 

praktik ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip dalam Islam dan perlu dikaji ulang 

agar lebih adil dan tidak melanggar syariát islam. 

 

Kata Kunci: Utang Piutang, Hasil Pertanian,Petani,Toke, Fiqih Muamalah. 
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KATA PENGANTAR 
 

 بِسْــــــــــــــــــمِ الِله الرَّحَْْنِ الرَّحِيْمِ 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamd.ulillah dengan izin Allah SWT, dan. usaha yang tak kenal lelah, 

pen.ulis akhirnya dapat menyelesaikan pen.ulisan skripsi yang berj.ud.ul 

“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UTANG 

PIUTANG DENGAN PEMBAYARAN HASIL PERTANIAN DI NAGARI 

BAWAN KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM 

SUMATERA BARAT” dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana 

mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita 

termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa‟at beliau di 

akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal „Alamiin. 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), 

Fakultans Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Karena 

keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, Dalam penulisan skripsi 

ini juga tidak lumput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini 

penulis ingin mengucapkan terimakasi kepada: 

1. Kepada orangtuaku tersayang, ayah (Suryadi) dan ama (Ramaini). 

Terimakasih untuk segala perjuangan dan pengorbanan dalam 

membesarkan dan mengusahakan pendidikan penulis sampai saat ini, 

tanpa kenal lelah dan malu apapun itu ayah dan ama tidak pernah 
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menyerah dalam memenuhi apapun demi penulis. Saudara-saudara 

penulis, Laweh, Bg Ande, Bg Ikik dan Kodek. Terimakasih sudah menjadi 

saudara yang selalu mendukung apapun pilihan penulis, setia membantu 

dalam kelancaran pendidikan penulis. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS. SE., M.Si, AK, CA, selaku Rektor 

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr, Hj. Helmiati, M.Ag, Selak.u 

Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas`.ud Zein, M.Pd selak.u Wakil 

Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selak.u Wakil 

Rektor III Universitas Islam Negeri S.ultan Syarif Kasim Ria.u beserta 

jajarannya, yang telah memberikan pen.ulis kesempatan dan fasilitas .unt.uk 

men.unt.ut ilm.u di kamp.us UIN S.uska Ria.u. 

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, 

beserta Bapak Dr. H. Akmal M.unir, Lc. MA selak.u Wakil Dekan I, Bapak 

Dr. H. Mawardi. M.Si selak.u wakil Dekan II dan Ib.u Dr. Hj.Sofia Hardani, 

M. Ag selak.u wakil Dekan III Fak.ultas Syariah dan H.uk.um yang telah 

memberikan bimbingan dan fasilitas selama perk.uliahan. 

4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum 

Ekonomi Syariah (Muamalah) beserta Ibu Dr. Nurlaili, M.Si selaku 

Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada 

Fakultans Syariah dan Hukum Universitas Islamnegeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

5. Bapak Ahmad Adri Rivaí., M.Ag selaku pembimbing I bagian materi dan 

Ibu Hj. Nurhasanah, SE., MM selaku pembimbing II bagian Metopel yang 
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telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi sampai skripsi 

penulis jadi lebih baik dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan 

skripsi penulis. 

6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh Staf yang 

ada di Fakultas Syariah dan Hukum. 

7. Pimpinan dan Staf Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

banyak membantu menyediakan fasilitas dalm menyelesaikan skripsi. 

8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 

(Muamalah) angkatan 2021 terkhusus teman-teman kelas B yang sangat 

solit sampai akhir dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

9. Sahabat penulis dibangku perkuliahan yaitu teman-teman baya (Ainun, 

Firly, Febi, Lutfi) yang selalu gelak tawa, suka dan duka dalam menjalani 

dunia perkuliahan ini dan selalu memberikan dukungan dan sumber 

semangat dalam mengerjakan tugas sampai skripsi. 

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima semua amal kebaikan 

merak dan membalasnya dengan kebagikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini 

memberi manfaat dan bisa menambahkan ilmu Pengetahuan. Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Pekanbaru,  17 Juni 2025 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam mengajarkan kepada manusia ada dua hubungan yang harus 

dijaga dan dipelihara, yaitu ibadah mahdah hubungan manusia dengan 

Tuhannya dan segala aturan yang terdapat didalamnya ditetapkan dengan rapi 

tanpa ada cela bagi manusia untuk mengatur atau merubahnya lagi dan 

Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah Subhanahu wa ta‟ala, yang 

ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau 

urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan yang 

diajukan untuk mengatur kehidupan manusia dengan manusia lainnya
1
 

Secara sempit disimpulkan bahwa muamalah menekankan keharusan 

untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur 

hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelolah 

dan mengembankan harta benda (mal). Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal 

dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat 

nash yang melarangnya.
2
 

Kaidah yang dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan 

Muamalah adalah kaidah: “Hukum dasar Muamalah adalah diperbolehkan, 

sampai ada dalil yang melarangnya‟‟ prinsip ini menjadi kesepakatan 

dikalangan ulama. Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada 

                                                           
1 Andi Intan Cahyani, Fiqh Muamalah, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 

h.11 
2 Ibid. 



2 

 

 

manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad 

dalam bermuamalah. Namun demikian, kebebasan bukan kebebasan tanpa 

batas, akan tetapi dibatasi oleh aturan syariat yang telah ditetapan dalam al-

Quran dan as-Sunnah
3
 

Hukum dalam Islam merupakan sebuah peraturan yang telah 

ditetapkan dalam Al-Qur‟an dan Hadist. Hukum merupakan bentuk aturan 

yang sesuai dengan syariah, salah satunya dalam kegiatan perekonomian. 

Dalam hukum Islam banyak mengkaji keterkaitan hukum mu‟amalah maupun 

hukum utang piutang serta Utang Piutang. Hutang piutang dalam hukum Islam 

disebut dengan qardh. Makna al-Qardh adalah al-qath yaitu memotong, 

artinya pemberi pinjaman mengurangi sebagian hartanya untuk diserahkan 

penerima pinjaman.
4
 

Menurut Imam Hanafi al-qardh merupakan pemberian harta oleh 

seseorang kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kontrak yang khusus 

mengenai penyerahan harta kepada seseorang agar orang tersebut 

mengembalikan harta yang sama sepertinya. Imam Malik menyatakan bahwa 

al-qardh merupakan pinjaman atas suatu benda yang bermanfaat yang 

diberikan karena belas kasihan dan bukan merupakan bantuan atau pemberian, 

tetapi harus dikembalikan seperti bantuan yang dipinjamkan.
5
 

                                                           
3 Syaikhu, et., al, Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, 

(Yogyakarta: Penerbit K-media, 2020), h. 9-10 
4 Aldo Robby Pradana, “Implementasi Ayat-Ayat Tentang Pinjaman Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam” Commodity: Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam, Volume 03 No. 1., (2024), 

H. 56. 
5 Muslichuddin, Sistem Perbankan Dalam Islam, (Jakarta: Reneka Cipta, 1990), h. 8 
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Sedangkan menurut Imam Ahamd bin Hanbali, al-qardh adalah 

perpindahan suatu harta milik secara mutlak, sehingga pengembalian harus 

sama nilainya. Adapun pengertian al-qardh menurut Imam Syafi‟i adalah 

pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada al-Qur‟an dan sunnah 

bahwa barangsiapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, 

maka Allah juga yang melipat gandakan kebaikan kepadanya.
6
 

Dalam praktik muamalah, Utang Piutang atau hutang piutang 

merupakan akad yang sangat umum dilakukan dalam kehidupan sosial dan 

ekonomi masyarakat. Agar akad ini sah dan mengikat, maka harus memenuhi 

rukun dan syarat yang ditetapkan, baik menurut hukum Islam. Rukun Utang 

Piutang meliputi adanya pihak yang berakad (peminjam dan pemberi 

pinjaman), objek pinjaman yang jelas, serta adanya ijab dan qabul sebagai 

bentuk kesepakatan. Sementara itu, syarat-syaratnya mencakup kecakapan 

hukum para pihak, kejelasan dan kesesuaian objek pinjaman, serta bebas dari 

unsur yang merusak akad seperti penipuan, ketidakjelasan, atau riba. 
7
 

Qard atau akad pinjaman/utang piutang menjadi salah satu macam 

akad perjanjian yang mengedepankan rasa tolong-menolong (ta‟awun) kepada 

sesama umat islam maupun seluruh manusia. Qard sebagai sarana saling bantu 

antar sesama manusia dengan dasar beberapa ayat di dalam Al- Qurán salah 

satu dalam QS. al-Baqarah (2): 245  

                                                           
6 M. Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press), 

h .131. 
7 Muhammad & Jannah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek hutang Piutang Uang 

Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu”, Al-Ittihad, Vol. I, No. 1, 

Januari 2015, hal 70. 
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َُ ٝقُْشِضُُ ٱىَّزِٙ رَا ٍَِّ ب قشَْظًب ٱللَّّ ؼِفَُٔۥ حَسًًَْۭ ٰـ ب ىَُٔ ۥُ فَٞعَُ ُُ ۚ ُ مَثِٞشَحًًُۭ أظَْؼَبفًًۭ ٱللَّّ َٗ 

طُُ ٝقَْجطُُِ ُ ٝجَْص  َٗ ُِٔ ْٞ إىَِ َٗ َُُ  تشُْجَؼُ٘

Artinya: ”Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman 

yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan 

meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda 

yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) 

dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”
8
 

 

 

Berdasarkan ayat di atas siapakah yang mau memberi pinjaman kepada 

Allah, berinfak dalam hal ketaatan kepada Allah berupa pinjaman yang baik, 

infak baik yang datang dari diri sendiri Maka Allah akan melipat gandakan 

baginya berkali-kali lipat. menyempitkan rejeki, kesehatan dan hal lainnya dan 

melapangkan dan melapangkan hal itu hanya KepadaNyalah kalian 

dikembalikan
9
 

Adanya perkembangan zaman yang lebih modern, maka transaksi 

utang piutang beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya, di 

dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan orang adalah pinjaman atau 

utang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya adalah seseorang 

yang memberi pinjaman kepada orang lain tetapi dengan syarat. Para fuqaha 

telah sepakat bahwa perjanjian utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan 

suatu persyaratan diluar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak 

yang mengutangi. Misalnya, persyaratan memberikan keuntungan atau 

manfaat, apapun bentuknya atau tambahan, hukumnya haram. 

Hal ini terjadi di Masyarakat di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan 

Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat, yang sebagian 

besar penduduknya bekerja sebagai petani dan berkebun, salah satunya dengan 

                                                           
8 Departemen Agama RI, Al-Qurán dan Terjemahannya. (Bandung: CV Mikhraj 

Khazanah Ilmu), h. 39 
9 Ahmad Wardi Mukchlis, Fiqh Muamalat (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 275 
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bertani jagung. Para petani jagung disini menunjukkan adanya praktik Utang 

Piutang dengan pembayaran hasil pertanian yang dilakukan antara petani 

jagung dengan toke yang meminjamkan modal.   

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ermawati salah satu 

seorang petani jagung bahwa dalam praktik tersebut, petani biasanya 

meminjam kepada toke dalam bentuk uang yang biasanya uang tersebut 

digunakan dalam membayar upah pekerja atau kebutuhan mendesak lainnya 

dan juga petani meminjam dalam bentuk sarana pertanian seperti benih, pupuk 

pestisida, pupuk hama dan lainnya yang kemudian petani manfaatkan untuk 

mengelola tanah pertanian.
10

 

Permasalahan yang muncul ketika petani mau melakukan pembayaran 

atas pinjaman tersebut bahwa pihak toke tidak mau menerima pembayaran 

dalam bentuk uang dan mereka memberikan persyaratan, hal ini sesuai yang 

dikatakan oleh Pak Bujang selaku toke mensyaratkan pembayaran hutang 

tersebut dalam bentuk hasil panen jagung yang dilakukan oleh petani. Dalam 

penjualan jagung petani kepada pihak toke di sini disyaratkan sejak hutang 

dilakukan oleh pihak petani kepada pihak toke
11

.  

Dengan demikian perjanjian pembayaran dilakukan oleh para pihak 

sebelum barang belum ada atau belum dihasilkan oleh pihak petani. Selain itu 

pihak toke yang menetapkan harga jagung yang akan dijual kepadanya dan  

petani tidak memiliki hak untuk jual ketempat lain, biasanya pihak toke  

membeli jagung dari petani dibandrol di bawah harga pasar, sehingga 

                                                           
10 Ermawati, Petani, Kecamatan Ampek Nagari, Wawancara, 3 Februari 2025 
11 Bujang, Toke Jagung, Kecamatan Ampek Nagari, Wawancara, 15 April 2025 
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penjualan hasil panen petani ini tidak sesuai dengan harga normal , berkaitan 

yang dilakukan petani dengan toke di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan 

Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat terlihat adanya 

ketidakjelasan dalam menetapkan suatu harga sebagaimana islam sangat 

menentang adanya kezhaliman. 

Penelitian terkait hal di atas sudah pernah dilakukan oleh Aprila Try 

Avinda, (2023) di di Korong Taluk Pesisir Selatan”. Penelitian ini menjelaskan 

tentang praktik Utang Piutang yang dilakukan oleh pengepul dan pekerja, 

ketika pekerja akan memanen tanaman gambir tetapi tidak ada biaya, maka 

pekerja meminjam uang untuk modal utama dan memenuhi kebutuhan sehari 

hari kepada pengepul. Meskipun praktik ini membantu petani Aprila Try 

Avinda, (2023) melihat adanya suatu persyaratan yang diberikan oleh pekerja 

ke pengepul gambir  hal ini menyebabkan akad menjadi rusak (fasad).
12

 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan 

penelitian mengenai hal ini yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang 

berjudul ”Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Utang Piutang 

dengan Pembayaran Hasil Pertanian di Nagari Bawan Kecamatan 

Palembayan Kabupaten Agam Sumatera Barat”. 

B. Batasan Masalah 

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis memberikan batasan 

masalah terhadap penelitian ini, yaitu sebagai berikut: penelitian ini terbatas 

pada praktik utang piutang dengan pembayaran hasil pertanian yang dilakukan 

                                                           
12 Reza Risaldy, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung Dari 

Pinjam Modal Di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara”, Skripsi, 

(Palopo: IAIN Palopo, 2021) 
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di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten 

Agam Sumatera Barat  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana praktik utang piutang dengan pembayaran hasil pertanian di 

Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten 

Agam Sumatera barat? 

2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik utang piutang 

dengan pembayaran hasil pertanian di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan 

Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera barat? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan praktik utang piutang dengan pembayaran hasil 

pertanian di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek 

Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat  

2. Untuk menjelaskan tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik utang 

piutang dengan pembayaran hasil pertanian di Jorong Lubuk Alung Nagari 

Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat  

Selain dari beberapa hal di atas, manfaat penelitian ini berdasarkan 

tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis dalam prakteknya di dunia pendidikan maupun 

di Masyarakat 
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1. Penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah pengetahuan, juga 

sebagai informasi terhadap masyarakat khususnya para petani agar lebih 

berhati-hati dalam memilih kerjasama guna untuk menghindari 

ketidakadilan  

2. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum untuk mendapatkan gelar Sarjana hukum.  

3. Sebagai bahan rujukan kepustakaan serta pengembangan cakrawala 

pemikiran bagi penulis dan sumbangan pemikiran kepada pembaca dan 

untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 
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BAB II 

KONSEP PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

a. Qardh 

1. Pengertian Qardh  

Secara etimologi, qardh berarti al-qath‟I yaitu memotong. 

Pengertian qardh menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh 

ulama Malikiyah adalah “sesuatu penyerahan harta kepada orang lain 

yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. 

Sedangkan menurut ulama Syafi‟iyah, qardh mempunyai pengertian 

yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis 

atau yang sepadan.
13

 

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya qardh 

merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertakarrub kepada Allah 

dan merupakan jenis mu‟amalah yang bercorak pertolongan kepada 

pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.  

Sedangkan berdasarkan pendapat Rahmat Syafei qardh (utang-

piutang) ialah sinonim dengan al-qath, maksudnya ialah potongan dari 

harta orang yang memberikan pinjaman”. Definisi Qardh memiliki 

sinonim makna dengan perjanjian pinjam-meminjam yang ada dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: 

“Pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu 

                                                           
13

 Umi Hani, Buku ajar Fiqih Muamalah, (Banjarmasin: UIN Muhammad Arsyad Al-

Banjar Banjarmasin, 2021) Cet. Ke-1, h. 73 
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memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang 

habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan 

mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang 

dipinjamnya”.
14

 

2. Dasar Hukum Qardh 

Dalam transaksi utang piutang terdapat dalam nilai luhur dan 

cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam 

kebaikan. Dengan demikian pemberian utang piutang pada seseorang 

harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama 

dalam kebaikan. Saat transaksi utang piutang menganjurkan kita ketika 

melakukan perjanjian hendaknya mencatat atau transaksi tersebut agar 

tidak terjadinya permasalahan dikemudian hari saat pembayaran atau 

pengembalian sejumlah uang atau barang yang telah diperjanjikan. 

Berikut Firman Allah tentang Utang Piutang: 

1) Dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah (2): 245 

َُ ٝقُْشِضُُ ٱىَّزِٙ رَا ٍَِّ ب قشَْظًب ٱللَّّ ؼِفَُٔۥ حَسًًَْۭ ٰـ ب ىَُٔ ۥُ فَٞعَُ  مَثِٞشَحًًُۭ أظَْؼَبفًًۭ

ُ ۚ ُُ ٱللَّّ طُُ ٝقَْجطُُِ َٗ ُ ٝجَْص  َٗ ُِٔ ْٞ إىَِ َٗ َُُ  تشُْجَؼُ٘
“Siapakah yang akan memberikan pinjaman kepada Allah, 

pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka 

Allah akan memperlipat gandakan pembayarn kepadanya dengan 

lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan 

melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”
15

 

 

2) Firman Allah dalam Q.S Al-Hadid (57): 11 

 

َُ ٝقُْشِضُُ ٱىَّزِٙ رَا ٍَِّ ب قشَْظًب ٱللَّّ ؼِفَُٔۥ حَسًًَْۭ ٰـ ىَُٔ ۥُ ىَُٔۥ فَٞعَُ ٌ ًُۭ أجَْش ًُۭ َٗ  ١١ مَشِٝ

                                                           
14 Dwi Ratna Kartikawati, Hukum Kontrak, (Bekasi: Universitas Krisnadwipayana, 2019), 

Cet. Ke-1, h. 104 
15 Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 39 
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“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 

baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu 

untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. 

Al-Hadid: 11)
16

 

    Terdapat dalah Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 

 ُِْ ٌُُ سُفغَُِ : قبَهَُ سَضَُ ػَبئشَِخَُ ػَ ُِْ اىْقيََ ُِِ : ثيَثَخَُ  ػَ ٌُِ ػَ َُٜ اىَّْبئِ  حَتَّ

ْٞقظََُ ُِِ ٝسَْتَ ػَ ْٞشُِ َٗ غِ ُِِ ٝنَْجشََُ حَتَّٚ اىصَّ ػَ َٗ ُُِ جُْْ٘ ََ  ٝؼَْقوَُِ حَتَّٚ اىْ

ُْٗ  ٍبجخ اثِ سٗآ. ٝفُِٞقَُ أَ
 

”Dari Aisyah ra., sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Bahwasanya 

Allah mengangkat penanya dari tiga orang yakni: dari orang tidur 

sampai dia bangun, orang gila sampai sembuh, dan dari anak kecil 

sampai dia baligh atau dewasa.”(HR. Ibnu Majah)
17

 

3. Rukun dan Syarat Qardh 

Dalam utang piutang (qardh) terdapat pula rukun dan syarat 

seperti akad-akad yang lain dalam muamalah.  

Adapun rukun dan syarat utang piutang (qardh) sendiri ada 

tiga, yakni:32  

1) Aqid yaitu orang yang berhutang piutang, yang terdiri dari muqrid 

(pemberi hutang) dan muqtarid (penerima hutang).  

2) Ma‟qud Alaih yaitu barang yang diutangkan.  

3) Sighat al-aqd yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu persetujuan 

antara kedua belah pihak akan terlaksanya suatu akad 

                                                           
16 Ibid, h. 538 
17 Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Dar Al-Fikr, tt ), Juz 

II, h. 658. 
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Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam 

pelaksanaan hutang piutang adalah: 

a. „Aqid  

Untuk „aqid baik muqridh maupun muqaridh disyaratkan harus 

orang yang dibolehkan melakukan tasharruf atau memiliki 

ahliyatul „ada. Oleh karena itu, qardh tidak sah apabila dilakukan 

oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi‟iyah 

memberikan persyaratan untuk muqridh, antara lain: 

1) Syarat-syarat Bagi Pemberi Utang (Muqrid)  

Fukaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi utang adalah 

termasuk ahli at tabarru‟, yakni merdeka, baligh, berakal sehat 

dan pandai (dapat membedakan yang baik dan yang buruk). 

Sehingga tidak sah bagi orang yang tidak berakal sehat, belum 

baligh dan tidak memiliki harta untuk mentasarrufkan hartanya 

untuk piutang. Mereka beragumentasi bahwa utang-piutang 

adalah transaksi irfa‟ (memberi manfaat). Oleh karenanya 

tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal 

kebaikannya, seperti sedekah.
18

 

2) Syarat Bagi Pengutang (Muqtarid) 

Syafi‟iyyah mensyaratkan pengutang termasuk kategori 

orang yang mempunyai ahliyah at-tabarru‟ (kelayakan 

memberi derma). Adapun kalangan Ahnaf mensyaratkan 

                                                           
18 Mardani, Fiqh Ekonomi Syari‟ah, (Jakarta: Kencana, 2013), h.335 
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pengutang mempunyai ahliyah at-tasarrufah (kelayakan 

membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, balig dan 

berakal sehat.   

b. Ma‟qud „Alaih  

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, 

Syafi‟iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek dalam al-qardh 

sama dengan objek akad salam, baik berupa barangbarang yang 

ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat 

(barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti 

hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau 

dengan perkataan lain, setiap barang yang dijadikan objek jual beli, 

boleh juga dijadikan objek akad qardh. Hanafiah mengemukakan 

bahwa ma‟qud „alaih hukumnya sah dalam mal mitsli. Namun, 

barang-barang qimiyat seperti hewan, tidak boleh dijadikan objek 

qardh karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.
19

 

Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:  

a) Harta harus ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain 

dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang 

mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang barang 

yang ditakar, ditimbang dan sebagainya.  

b) Harta yang dihutangkan disyariatkan berupa benda, tidak sah 

menghutangkan manfaat (jasa).  

                                                           
19

 Muhammad Yazid, Fiqih Muamalah Ekonomi Islam, (Wonocolo Surabaya: Imtiyaz, 

2017), Cet. Ke-1, h. 68 
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c) Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya 

dan diketahui sifatnya. 

c. Shighat (ijab dan qabul)  

Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal qardh (utang 

atau pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung 

arti kepemilikan. Contohnya: “Saya milikkan kepadamu barang ini, 

dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya 

penggantinya.” Penggunaan kata milik di sini bukan berarti 

diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus 

dibayar
20

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sighat al-aqad ialah: 

a) Shigat al-aqad harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam 

ijab kabul harus jelas dan tidak menimbulkan banyak 

pengertian (bias), misalnya seseorang mengucapkan “aku 

serahkan benda ini”. Kalimat tersebut masih belum dapat 

dipahami secara jelas, apakah benda tersebut diserahkan 

sebagai pemberian, penjualan atau titipan.  

b) Harus bersesuaian antara ijab dan Kabul. Tidak boleh antara 

yang berhijab dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya 

seorang berkata, “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai 

titipan”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata, “aku terima 

benda ini sebagai pemberian”.  

                                                           
20 Ibid, h. 69-70 
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c) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, 

macamnya, dan sifatnya. Selain itu juga, menggambarkan 

kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, 

tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti 

oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.
21

 

4. Pendapat Mazhab Tentang Akad al-Qardh  

Beberapa ulama mazhab berpendapat tentang akad al-qardh 

yang diperbolehkan menurut Islam, diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak kepemilikan 

dalam shadaqah dan ariyah berlangsung dengan transaksi, meski tidak 

terjadi qardh atas harta. Muqtaridh diperbolehkan mengembalikan 

harta semisal yang telah dihutang dan boleh juga mengembalikan harta 

yang dihutang itu sendiri baik harta itu memiliki kesepadanan atau 

tidak, selama tidak mengalami perubahan bertambah atau berkurang, 

jika berubah maka harus mengembalikan harta yang semisalnya.  

Kedua, Mazhab Syafi‟i menurut riwayat yang paling shahih 

dan mazhab Hambali berpendapat, bahwa hak milik dalam qardh 

berlangsung dengan qardh. Menurut Syafi‟i muqtaridh mengembalikan 

harta yang semisal manakala harta yang dihutang adalah harta yang 

sepadan, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya 

dan jika yang dihutang adalah yang memiliki nilai, ia mengembalikan 

dengan bentuk yang semisal.  

                                                           
21

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Depok: Rajawali Pers, 2019), cet. 12, h. 4 
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Ketiga, Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal 

jika yang dihutang adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang, 

sebagaimana kesepakatan di kalangan para ahli fiqh. Sedangkan jika 

obyek qardh bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua 

versi: harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi qardh, atau harus 

dikembalikan semisalnya dengan kesamaan sifat yang mungkin. 
22

 

Sedangkan dalam hal al-qardh yang mendatangkan 

keuntungan, para ulama juga memiliki pendapat yang berbeda-beda, 

diantaranya sebagai berikut:  

Pertama, Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang paling kuat 

menyatakan bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya 

haram, jika keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum 

disepakati sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa 

berlaku, maka tidak haram. Begitu juga hukum hadiah bagi muqridh. 

Jika ada dalam persyaratan, maka dimakruhkan, kalau tidak maka tidak 

makruh.  

Kedua, Mazhab Maliki menyatakan bahwa tidak diperbolehkan 

mengambil manfaat dari harta muqtaridh, seperti menaiki untanya dan 

makan di rumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena 

penghormatan dan semisalnya. Sebagaimana hadiah dari muqtaridh 

diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan 

pembayaran hutang dan sebagainya. 
23

 

                                                           
22 Muhammad Harfin, Zuhdi, Muqaranah, Mazahib Fil Mua‟amalah, (Mataram: Sanabil, 

2015), Cet. Ke-1, h. 249-250 
23 Ibid. 
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Ketiga, Mazhab Syafi‟i dan Hanabilah berpendapat bahwa 

qardh yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti 

mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual 

kepadanya. Atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu 

yang lebih baik atau dikembaliakan lebih banyak dari itu. Karena Nabi 

SAW melarang hutang bersama jual beli.  

Keempat, Menurut Wahbah al-Zuhaili, bahwa jika seseorang 

mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu 

orang tersebut membayarnya dari jenis yang lebih baik atau jenis yang 

lebih banyak, atau menjual rumahnya kepada pemberi hutang, 

diperbolehkan dan muqridh boleh mengambilnya.  

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, akad 

al-qardh dapat dilakukan dengan memenuhi dua ketentuan yaitu:  

a. Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk 

muqridh, maka tidak dibolehkan menurut kesepakatan para ulama, 

karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur 

kebajikan. Sedangkan jika keuntungan untuk muqtaridh, maka 

diperbolehkan. Sementara jika keuntungan untuk mereka berdua, 

maka tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. 
24

 

b. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.  

Adapun hadiah dari pihak muqtaridh, maka menurut Malikiyah 

tidak boleh diterima oleh muqridh karena mengarah pada tambahan 

atas pengunduran. Sedangkan Jumhur ulama membolehkannya, 

                                                           
24 Muhammad Yazid, op. Cit. h. 71-72 
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jika bukan merupakan kesepakatan. Sebagaimana diperbolehkan 

jika antara muqridh dan muqtaridh ada hubungan yang menjadi 

fakor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut. 

5. Tambahan pada akad Qardh  

Penambahan yang disyaratkan pada akad qardh adalah 

dilarang, karena pada hakekatnya sifat dari akad qardh adalah akad 

tolong menolong (tabaru‟i), sehingga setiap tambahan pada akad ini 

adalah termasuk riba, sebaliknya penambahan yang diberikan pada saat 

membayar hutang (tanpa adanya syarat adanya tambahan dari pihak 

yang menghutangi), maka hal seperti ini diperbolehkan dan termasuk 

pembayaran yang baik
25

 

b. Jual Beli  

1. Pengertian jual beli 

Jual beli atau dalam kamus bahasa arab al-bai‟ menurut bahasa 

adalah tukar-menukar secara mutlak, dari pengertian tersebut dapat 

dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa 

saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang 

dengan uang. Jadi Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar 

benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua 

belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain 

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah 

dibenarkan syara‟ dan telah disepakati.
26

 

                                                           
25 M. Masjupri, Buku Daras Fiqih Muamalah Keuangan Syari‟ah, (Surakarta: Iain 

Surakarta: 2019), h. 269 
26

 Akhmad Farroh Hasan, Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan 

Praktek), (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), cet. Ke-1, h. 30 
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Jual beli merupakan sarana saling membantu antara sesama 

Insan manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-quran dan 

Hadis. Terdapat dalam beberapa ayat al quran dan Hadist yang 

membahas tentang jual beli antara lain yaitu firman Allah SWT dalam 

Q.S Al Baqarah (2): 275 

َُِ َُُ ٱىَّزِٝ اُ  ٝأَمُْيُ٘ ٰ٘ ثَ َُُ لَُ ٱىشِّ ٘ ٍُ ُ ٝقَُ٘ ب إلَِّ ََ ًُُ مَ  ٝتَخََجَّطُُُٔ ٱىَّزِٙ ٝقَُ٘

ُُِ ٰـ ْٞطَ َُِ ٱىشَّ ََسُِّ ٍِ ىلَُِ ۚ ُ ٱىْ ٌُْ رَٰ ُ اُ  ثأََِّّٖ  ٘ ب قبَىُ ََ ْٞغُُ إَِّّ ثْوُُ ٱىْجَ اُ  ٍِ ٰ٘ ثَ  ۚ ُ ٱىشِّ

أحََوَُّ َٗ ُُ ْٞغَُ ٱللَّّ ًَُ ٱىْجَ حَشَّ اُ  َٗ ٰ٘ ثَ ُ ٱىشِّ  ۚ ِ ََ ػِظَخ ًُۭ جَب ءَُٓۥ فَ ْ٘ ٍَ ِ ثِّۦِٔ ٍِّ  سَّ

ُٰٚ ب فئََُۥ فٲَّتََٖ شُُٓ ۥُ سَيفََُ ٍَ ٍْ أَ ُِ إىَِٚ َٗ ُِْ ۚ ُ ٱللَّّ ٍَ ٰـ ئلَُِ ػَبدَُ َٗ ىَ  ٗ ُ  فأَ

تُُ ٰـ ٌُْ ۚ ُ ٱىَّْبسُِ أصَْحَ َُُ فِٖٞبَ ُٕ يذُِٗ ٰـ ُخَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; 

mereka kekal di dalamnya”. (QS Al Baqarah: 275)
27

 

Rasulullah SAW bersabda: 

ٌُِ حذٝثُُ ُِِ حَنِٞ ًُِ ثْ َُٜ حِزَا ُُ سَظِ ُِ سَسُ٘هُُ قبَهَُ :قبَهَُ ُْْٔ،ػَُ اللَّّ ُُ صَيَّٚ اللَّّ  اللَّّ

ُِٔ ْٞ ٌَُ ػَيَ سَيَّ َٗ: ُُِ ب ثِبىْخِٞبَسُِ اىْجَِّٞؼَب ٍَ ٌُْ قبَ ىَ ُْٗ ٝتَفَشََّ قبَ، حَتَّٚ :قبَهَُ أَ ُُْ ٝتَفَشََّ ِ  فإَ

بَ صَذَقبَ ثََّْٞ ب ثُ٘سِكَُ َٗ ََ ب، فِٜ ىَُٖ ََ ِٖ ْٞؼِ ُُْ ثَ إِ ب َٗ ََ مَزَثبَ مَتَ حِقتَُْ َٗ  ثشََمَخًُ ٍُ

ب ََ ِٖ ْٞؼِ  ثِٞ إرا ثبة ١۱ : اىجٞ٘ع متبة ٤٣ :فٜ اىجخبسٛ أخشجٔ ثَ

 ّٗصحب ٝنتَب ٗىٌ اىجٞؼبُ
                                                           

27 Departemen Agama RI, Ibid, h. 47. 
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Hakim bin Hizam berkata: "Nabi bersabda: 'Penjual dan pembeli, 

keduanya bebas menentukan (untuk membatalkan atau meneruskan) 

selama belum berpisah, atau sampai keduanya berpisah. Jika keduanya 

jujur dan menjelaskan (kondisi barang dengan benar), maka berkahlah 

jual beli keduanya. Dan bila menyembunyikan sesuatu dan berdusta, 

dihapuslah berkah jual beli keduanya." (Dikeluarkan oleh Bukhari 

pada Kitab ke-34, Kitab Jual Beli bab ke-19, bab apabila dua orang 

bertransaksi jual beli dan keduanya tidak menyembunyikan 

kekurangan dan menasehati)
28

 

 
2. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Dalam menetapkan rukun jual-beli, di antara para ulama terjadi 

perbedaan pendapat.  

Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:  

a. Bai‟ (pihak penjual)  

b. Mustari (pihak pembeli)  

c. Shighat (ijab dan qabul).  

d. Ma‟qud „alaih (benda atau barang yang diperjualbelikan). 

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu 

rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai 

perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun 

yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu penjual dan 

pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan 

ijab qabul atau serah terima
29

 

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana 

berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:  

                                                           
28 Muhammad Fuád Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu‟lu‟Wal Marjan). 

(Jakarta: Pt Alex Media Komputindo, 2017), h. 565. 
29 Syaikhu, et.al, op. Cit. h. 52 
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1. Syarat-syarat orang yang berakad 

a. Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila 

hukumnya tidak sah.  

b. Akad dilakukan dengan orang yang berbeda, atau seseorang 

yang tidak bisa menjadi penjual sekaligus pembeli dalam waktu 

yang bersamaan.
30

 

c. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, semua ulama 

sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah 

pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan 

qabul. Para ulama‟ fiqih berpendapat syarat-syarat dalam ijab 

qabul di antaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan 

berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan 

qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis.
31

 

2. Syarat objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya 

perjanjian jual beli, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:  

a. Suci barangnya, barang yang diperjualbelikan bukan benda 

yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan 

sebagai benda yang diharamkan. 

b. Barang tersebut dapat manfaatkan dan bermanfaat bagi 

manusia karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan 

sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat 

dimanfaatkan. 

                                                           
30 Prilia Kurnia Ningsih, Fiqih Muamalah, (Depok: PT Raja Grafindo Persada,2021), h. 

94 
31 Akhmad Farroh Hasan, op. Cit, h. 32 
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c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya, bahwa orang 

yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang 

tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual 

beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau 

yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.  

d. Mampu menyerahkan, maksudnya, penjual baik sebagai 

pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang 

dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah 

yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada 

pembeli.
32

 

3. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang) 

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 

b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekaligus secara hukum seperti 

pembayarannya dengan cek atau dengan kartu kredit, apabila harga 

barang itu dibayar dikemudian hari (Berhutang) maka waktu 

pembayarannya harus jelas. 

c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan 

barang (al-muqayyadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar 

tersebut bukan barang yang diharamkan oleh syara‟.
33

 

3. Macam-macam Jual beli 

Jual beli sah dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek 

dan Subjek jual beli. Berikut penjelasannya: 

                                                           
32

 Syaikhu, et.al, op Cit. h. 54 
33 Prilia Kurnia Ningsih, op. Cit, h. 97 
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1. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam: 

a. Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan 

akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di 

depan penjual dan pembeli.  

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual 

beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai 

(kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang 

seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian 

sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga 

masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan 

ketika akad.  

c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual 

beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti 

atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut 

diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat 

memunculkan kerugian diantara pihak”.
34

 

2. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:  

a. Bai‟ al-muqayadhah, yakni jual beli barang dengan barang, atau 

yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan 

sapi.  

b. Ba‟i al-muthlaq, yakni jual beli barang dengan barang lain secara 

tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti 

dirham, dolar atau rupiah.  

                                                           
34 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Depok: Rajawali Pers, 2019), cet. 12, h. 75-76 
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c. Ba‟i al-sharf, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) 

dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat 

pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.  

d. Ba‟i as-salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan 

berfungsi sebagai mabi‟ melainkan berupa dain (tangguhan) 

sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 

„ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum 

keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam 

berlaku sebagai „ain”.
35

 

3. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga 

bagian, yakni:  

a. Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang 

dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti 

dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam 

menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah 

maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan 

pernyataan.  

b. Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan 

atau surat-menyurat  

c. Jual beli dengan tindakan, yakni mengambil dan menyerahkan 

barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok 

yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan 

kemudian memberikan uang pembayaranya kepada penjual. Jual 

                                                           
35  Ibid. 
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beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara 

penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama‟ 

Syafi‟iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat 

sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli 

barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni 

tanpa ijab qabul terlebih dahulu
36

 

Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu 

atau semua rukun atau salah satu atau semua syarat jual beli. Beberapa 

contoh jual beli tidak sah adalah sebagai berikut: 

a. Jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila.   

b. Jual beli barang haram dan najis.  

c. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang mengandung unsur resiko atau 

spekulasi, dan akan menjadi beban salah satu pihak mengalami 

kerugian. Gharar artinya sesuatu yang belum bisa dipastikan ada 

dan tidaknya. Contoh: menjual anak unta yang masih dalam 

kandungan induknya.  

d. Talaqqi rukban yaitu jual beli dimana pembeli menghadang 

pedagang (dari desa) yang sedang diperjalanan menuju pasar.  

e. Jual beli barang yang sedang dalam penawaran atau sedang dibeli 

orang lain.  

f. Jual beli dengan cara ihtikar, yaitu penjual menimbun barang pada 

saat barang tersebut langka dan masyarakat sangat membutuhkan, 

                                                           
36 Kuntarno Noor Aflah, Kontekstualisasi Fiqih Muamalah, (Kudus: Duta Dinamika, 

2022) Cet. Ke-1, h. 49 
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kemudian penjual menjual barang tersebut ketika harga barang itu 

naik.  

g. Jual beli yang mengandung unsur tadlis, yaitu sesuatu yang 

mengandung unsur penipuan. Tadlis bisa terjadi terhadap kuantitas 

dan kualitas barang/ objek transaksi. 

h. Jual beli yang mengandung ghabn, yaitu pengurangan jumlah 

timbangan barang yang dijual sehingga tidak sesuai dengan hasil 

kesepakatan.  

i. Jual beli ahlul hadhar, yaitu seseorang menjadi penghubung atau 

makelar dari orang-orang desa dengan konsumen yang hidup di 

kota. Makelar mengambil keuntungan yang besar, dan keuntungan 

yang diperoleh dari harga naik diambil untuk dirinya sendiri.  

j. Jual beli barang untuk tujuan maksiat, seperti menjual anggur 

kepada pabrik minuman keras dan menjual senjata kepada 

perampok.
37

 

B. Penelitian Terdahulu 

1. Aprila Try Avinda, (2023) dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh 

Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang (Qardh) Uang Bersyarat (Studi 

Kasus di Korong Taluk Pesisir Selatan)”. Penelitian ini menjelaskan 

tentang praktik Utang Piutang yang dilakukan oleh pengepul dan pekerja, 

ketika pekerja akan memanen tanaman gambir tetapi tidak ada biaya, maka 

pekerja meminjam uang untuk modal utama dan memenuhi kebutuhan 

                                                           
37 Ibid. 
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sehari hari kepada pengepul. Adapun perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah pelaksanaan Utang Piutang 

bersyarat dengan mengurangi harga normal dipasaran, sedangkan skripsi 

ini menjelaskan pelaksanaan Utang Piutang bersyarat tanpa adanya 

tambahan uang.
38

 

2. Mar‟athul Mufidah (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk Dan Pemborong di 

Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. Dalam hasil 

penelitiannya skripsi ini transaksi pelunasan utang piutang tersebut 

mengindikasikan bahwa praktik yang terjadi di Desa Bulu Lor antara 

pemborong dan petani buah jeruk tidak di perbolehkan, karena pelunasan 

utang dengan tambahan 8% dari total utang pokok. Perbedaan penelitian 

ini adalah ini menjelaskan terdapatnya tambahan uang dalam pelunasan 

utang piutang sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah 

penurunan harga jual hasil panen yangditerima oleh petani.
39

 

3. Misbakhul Amar (2020) dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Hutang Piutang dibayar Cengkeh‖ (Studi Kasus di Desa Tumbrep 

Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)” Penelitian ini membahas tentang 

praktik hutang piutang yang dimana dalam hal ini para pengepul 

meminjamkan uang untuk dihutangkan dengan syarat bahwa orang yang 

                                                           
38 Aprila Try Avinda, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam 

(Qardh) Uang Bersyarat (Studi Kasus Di Korong Taluk Pesisir Selatan)”, Skripsi, (Pesisir Selatan: 

UIN Suska Riau, 2021) 
39 Mar‟athul Mufidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara 

Petani Buah Jeruk dan Pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”, 

Skripsi, (IAIN Ponorogo, 2021). 
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berhutang terbukti memiliki penghasilan berupa cengkeh yang dibayarkan 

pada panen tiba. tetapi ketika panennya gagal dan mentoleren untuk 

membayar panen yang akan datang. Nilai tukar antara cengkeh dan uang 

ditentukan pada saat pembayaran atau panen dan dihargai lebih rendah dari 

harga pasaran pada waktu itu. Praktik ini memiliki nilai tambahan saat 

pembayaran dan mendapatkan tambahan lebih jika cengkeh tersebut dijual 

kembali. Persamaan Skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang 

praktik hutang piutang dan adanya tambahan harga panen lebih rendah 

tetapi skripsi ini lebih membahas pada penentuan hutang yang tidak 

disebutkan diawal akad sehingga terdapat masalah,sedangkan penelitian 

yang akan diteliti tidak berfokus pada hutang pinjaman petani kepada 

toke.
40

 

4. Andi Mutmainnah (2023) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang 

Piutang Hasil Panen di Desa Sappa Kabupaten Wajo. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mekanisme dan Syarat yang digunakan hutang 

piutang yang terjadi di Desa Sappa Kabupaten Wajo, datang kepada 

seseorang (Kreditur) untuk meminjam sebuah uang untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Kreditur bersedia memberikan pinjaman dengan 

syarat harus mempunyai lahan jagung dan hasil dari panennya harus dijual 

kepada kreditur ini mampu disetujui oleh debitur karena merupakan tradisi 

yang mengandung ta‟awun (tolong menolong) dan menguntungkan kedua 

belah pihak. Oleh karena itu dibenarkan dalam islam tata cara pelunasan 

                                                           
40 Misbakhul Amar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Uang 

Dibayar Cengkeh (Studi Di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)”, Skripsi, (IAIN 

Pekalongan, 2020) 



29 

 

 

hutang piutang dengan hasil panen padi di Desa Sappa sebagaimana dalam 

kesepakatan ketika waktu pelunasan tiba, kreditur sudah memberikan 

kelonggaran waktu kepada petani ketika belum bisa melunasi hutangnya. 

Perbedaan dari penelitian ini adalah tidak adanya ketimpangan harga yang 

dilakukan oleh kreditur di Desa Sappa karena mengunakan konsep saling 

tolong menolong.
41

 

5. Marina Zulfa Kasniah Sistem (2022) “Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani 

Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa 

Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir”. Sistem hutang 

piutang dibayar hasil tani Desa Sanglar dengan cara meminjam uang untuk 

kebutuhan apapun lalu akan dikembalikan dengan hasil tani panen padi 

mereka, dan sistem utang pitung tersebut sudah dilakukan sejak lama 

sehingga bagi masyarakat itu hanya semata-mata hanya sebagai kebiasaan 

mereka atau tradisi yang sudah dikerjakan sejak lama, sehingga 

masyarakat di Desa sanglar itu tidak memperdulikan lagi dengan sistem 

utang hutang piutang tersebut. Perbedaan dari penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah hutang piutang yang dilakukan petani jika 

mengalami gagal panen toke akan memberikan kelonggaran atas 

pembayaran hutang tersebut.
42

 

6. Anna Husaema, Suarning, Rustam Magun Pikahulan, (2022), Jurnal 

Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Parepare, ”Praktik Utang Piutang Pupuk 

                                                           
41 Andi Mutmainnah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen di 

Desa Sappa Kabupaten Wajo, Skripsi, (IAIN: Parepare, 2023) 
42 Marina Zulfa, “Kasniah Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Ditinjau Dari 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten 

Indragiri Hilir)”, Skripsi (Indragiri: Riau 2022) 
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dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum 

Ekonomi Islam)” dalam jurnal ini menjelaskan praktik utang piutang 

pupuk dan pestisda dibayar hasil panen adalah suatu kebiaasaan yang 

sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumpang Mango bahkan sudah 

menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat tersebut. Dalam transaksi ini 

juga memudahkan mereka yang tidak mampu membeli pupuk dan racun 

pestisida secara langsung atau cash. Kebanyakan dari mereka melakukan 

transaksi ini dikarenakan adanya kebutuhan yang harus mereka penuhi 

seperti biaya sekolah anak-anakanya, biaya perawatan sawah (biaya 

penanaman padi dan biaya pemompaan air), dan lain-lain. Pembayaran 

yang dilakukan dengan hasil panen memberikan manfaat bagi para petani 

dan juga membantu para petani dari segi ekonominya. Pelaksanaan akad 

utang piutang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, 

yakni pemberi dan penerima utang. Kesepakatan ini berdasarkan 

kepercayaan secara lisan tidak ada kesepakatan tertulis hanya di catat saja. 

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah tambahan pada 

pembayaran dilakukan tidak bersyarat dan merupakan suatu hal biasa yang 

terjadi sejak lama sedangkan penelitian peneliti tambahan pada 

pembayaran melalui hasil panen merupakan suatu persyaratan yang dari 

sejak awal utang piutang dilakukan.
43

 

 

                                                           
43 Anna Husaema, dkk. Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pestisida di Sumpang Mango 

Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam), Sighat IAIN parepare, Volume 1., No.1., 

2022. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  
 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kajian secara (field research) atau penelitian 

lapangan atau kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode dengan peroses 

penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya 

datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari 

objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang 

luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek 

penelitian.
44

 Tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan inti dari fokus 

penelitian yakni penulis ingin mengungkapkan secara lebih detail tentang 

praktik Utang Piutang dengan pembayaran hasil pertanian antara petani jagung 

dan toke di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari 

Kabupaten Agam Sumatera Barat  

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakuakan 

penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Pemilihan di Jorong 

Lubuk Alung Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, 

Sumatera Barat sebagai lokasi penelitian peneliti didasarkan pada alasan 

bahwa tempat ini masyarakat dalam mencari mata pencaharian salah satunya 

dengan bertani jagung. Beberapa petani jagung melakukan praktik utang 

piutang modal untuk supaya bisa bertanam jagung , praktik ini relevan dengan 

                                                           
44 Syafrida Hafni Sahir, Metode Penelitian, (Jogjakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2022), 

Cet. Ke-1, h. 6 
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fokus penelitian dan memberikan peluang bagi peneliti untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan melalui observasi dan wawancara lansung. Selain itu, 

lokasi ini dipilih karena mudah dijangkau dan para petani yang melakukan 

praktik tersebut bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan selama 

proses penelitian dilakukan. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi dalam latar penelitian. 
45

Adapun subjek dari 

penelitian ini adalah petani dan toke yang meminjamkan modal di Jorong 

Lubuk Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam 

Sumatera Barat.  

2. Objek Penelitian 

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.
46

 

Adapun objek dari penelitian ini adalah praktik Utang Piutang dengan 

pembayaran hasil pertanian antara petani jagung dan toke di Jorong Lubuk 

Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam 

Sumatera Barat.  

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian dipilih secara porposive yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa diartikan sebagai suatu 

                                                           
45 Mochamad Nashrullah, dkk., Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, 

Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data), (Jawa Timur: Umsida Press, 

2023), Cet. Ke-1, h. 21 
46 Ibid, h. 41 



33 

 

 

proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah 

sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan 

berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri 

sampel yang ditetapkan.
47

 

Informan Kunci (Key Informan) Merupakan para ahli yang sangat 

memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan 

dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya 

akademisi, budayawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Informan Kunci 

(Key Informan) pada penelitian ini adalah:  

1) Toke yaitu Orang yang berperan sebagai penghutang modal atau pembeli 

hasil kebun jagung milik petani yaitu berjumlah 2 orang Toke yaitu Bapak 

Bujang dan Ibu Arnida. 

2) Petani yang melakukan peminjaman atau berhutang modal kepada toke 

yang berjumlah 6 orang petani yaitu Bapak Kambaruddin, Bapak 

Desmawan, Ibu Siwih, Ibu Inyak, Ibu Ermawati dan Kak Alvina yang 

berada di Jorong Lubuk Alung Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten 

Agam Sumatera Barat. 

 

E. Sumber Data 

Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai 

sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam 

penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (skunder).  

 

                                                           
47 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2016), Cet. Ke-12, h. l 35. 
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1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara 

langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun 

sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang yang diperoleh 

langsung dari lapangan.
48

 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber sekunder, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau 

tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung 

melakukan penelitian atau bukan penemu teori. Contoh sumber sekunder 

seperti buku bacaan, buku teks, dan ensiklopedia. Artikel-artikel dalam 

majalah ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi di Indonesia pada 

umumnya merupakan sumber sekunder karena sedikit sekali yang 

melaporkan teori baru.
49

 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam studi ini, setidaknya ada tiga macam metode pengumpulan data, 

yaitu dimulai dari wawancara, observasi sampai kepada dokumentasi;  

1. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data, tidak hanya 

berkomunikasi pada manusia tetapi juga pada objek-objek lain.
50

Dalam 

observasi ini peneliti memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan. 

Jadi metode obsevasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang 

                                                           
48 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Cet. 

Ke-1, h. 41 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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berkaitan dengan kondisi objektif mengenai antara praktik Utang Piutang 

antara petani jagung dan toke di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan 

Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat 

2. Wawancara.  

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan 

mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari pihak-pihak 

yang terkait dengan obyek yang diteliti, sehingga memperoleh jawaban 

yang jelas mengenai suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan 

keterangan mengenai praktik antara petani dan pemilik modal kebun 

jagung.  

3. Dokumentasi  

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data 

Syang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara 

intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan 

pembuktian suatu kejadian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan 

data secara tertulis, baik berupa catatan, arsip, dokumen dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian.
51

 

G. Metode Analisa Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berprilaku 

yang dapat dimengerti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis 

deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka 

                                                           
51 Syafrida Hafni Sahir, op. cit., h. 30 
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penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar 

secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. 

H. Metode Penulisan 

Setelah semua data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis 

menyusun data tersebut dengan menggunakan dua metode yaitu: 

1. Metode Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti kemudian dianalisa dan 

ditarik kesimpulannya secara khusus. 

2. Metode Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan 

secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya 

sekalipun sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
52

 

 

 

 

 

                                                           
52 Mochamad Nashrullah, dkk., op. cit, h. 62 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian tentang tinjauan fiqih 

muamalah terhadap praktik utang piutang dengan pembayaran hasil pertanian 

di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten 

Agam Sumatera Barat dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktiik utang piutang dengan pembayaran hasil pertanian antara petani 

jagung dan toke di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan dilakukan dengan 

cara pada proses awal pinjaman petani lansung datang ketempat toke dan 

toke mengantarkan keperluan petani alasan petani melakukan peminjaman 

kepada toke yaitu, kurangnya modal, memberikan kemudahan bagi petani, 

waktu pembayaran yang lama, adanya keuntungan yang diperoleh toke. 

Kesepakan dan persyaratan antara petani dan toke dilakukan secara lisan 

dan adat kebiasan, untuk bentuk pinjaman yang petani biasanya toke tidak 

dibatasi asal hal tersebut jika digunakan dalam pertanian jagung. Dalam 

proses pesyaratan pelunasan pinjaman petani harus menjualkan hasil 

panennya kepada toke yang meminjamkan modal sebagaimana 

kesepakatan diawal dan dengan harga dibawah harga pasar. 

2. Menurut tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik utang piutang dengan 

pembayaran hasil pertanian dengan harga yang tidak sesuai harga pasar 

dari pihak toke merupakan bentuk kezhaliman dan tidak memenuhi prinsip 

keadilan dalam muamalah. Hal ini sebagaimana menurut para mazhab 
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mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi‟i, dan Hanbali sepakat 

bahwa tambahan yang disyaratkan dalam akad qardh (pinjaman) adalah 

riba dan hukumnya haram, karena bertentangan dengan prinsip dasar 

qardh yang bersifat tolong-menolong tanpa mengharap keuntungan. 

 

B. Saran 

Setelah selesai penyusunan penelitian ini, maka peneliti akan 

menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi 

masyarakat Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan khususnya dan bagi seluruh 

masyarakat muslim pada umumnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Masyarakat petani Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan sebaiknya 

perjanjian antara petani dan pemilik modal/ Toke dilakukan secara tertulis 

agar meminimalisir terjadinya kecurangan. 

2. Jika terjadi adanya persyaratan yang diberikan toke kepetani maka harus 

dilunasi yang diberikan oleh si peminjam modal (toke) dari hasil panen 

jagung petani agar sama-sama tidak dirugikan oleh kedua belah pihak 

maupun dari toke dan petani jagung. 

 



 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Aflah, Kuntarno Noor, Kontekstualisasi Fiqih Muamalah, Kudus: Duta Dinamika, 

2022. 

Akhmad, Ekonomi Mikro Teori dan Aplikasi di Dunia Usaha, Yogyakarta: CV 

Andi Offset, 2014. 

Amzie, Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010 

Bahak Udin, Moch By, Arifin dan Nurdyansyah, Buku Ajar Metodologi Penelitian 

Pendidikan, Sidoarjo: Umsida Press, 2018 

Cahyani,Andi Intan. Fiqh Muamalah, Makassar: Alauddin University Press, 2013 

Departemen Agama RI, Al-Qurán dan Terjemahannya. Bandung: CV Mikhraj 

Khazanah Ilmu, 2016 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Balai Pustaka, 1990 

Farroh Hasan, Akhmad, Fiqih Muamalah dari klasih hingga kontemporer (teori 

dan praktek), Malang: UIN-Maliki Press, 2018.  

Hafni Sahir, Syafrida. Metode Penelitian, Jogjakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 

2022. 

Hani, Umi Buku ajar Fiqih Muamalah, Banjarmasin: UIN Muhammad Arsyad Al-

Banjar Banjarmasin, 2021  

Huda, Qamarul. Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011. 

Imam An-nawawi, Syarah Shaih Muslim, Jakarta timur: Darus Sunnah, 2013. 

Kartikawati, Ratna Dewi, Hukum Kontrak, Bekasi: Universitas Krisnadwipayana, 

2019. 

Khalid Bahreisj, Hussein, Himpunan Hadits Shahih Muslim, Surabaya: Al-Ikhlas, 

1987. 

Masjupri, Buku Daras Fiqih Muamalah Keuangan Syari‟ah, Surakarta: Iain 

Surakarta, 2019. 

Muslichuddin, Sistem Perbankan Dalam Islam, Jakarta: Reneka Cipta, 1990. 

M. Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani 

Press, 2011 



 
 

 

Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema  

Insani, 2001. 

Nashrullah, Mochamad. Et., al, Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur 

Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan 

Data), Jawa Timur: Umsida Press, 2023. 

Nawawi, Ismail. Fiqih Muamalah klasik dan kontemporer, Bogor: Penerbit Ghalia 

Indonesia, 2012. 

Ningsih, Prilia kurnia. Fiqih Muamalah, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021 

Noor Hafiza Binti Syarifudin, Kajian Al‟urf Terhadap Praktek Bunga Hutang 

Piutang di Desa Watohari Kecamatan Solo Timur Kabupaten Flores Timur, 

(Surakarta: IAIN Surakarta, 2018) 

Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin: Antasari Press, 2011. 

Rasyid, Fathor, Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, 

Dan Praktek, Jogjakarta: IAIN Kediri Press, 2022. 

RPJM Nagari Bawan Tahun 2017-2023 

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12, Terj Kamaludin Marzuki (Bandung: PT. Alma‟rif 

dkk,1987. 

Suhendi, Hendi.  Fiqih Muamalah, Depok: Rajawali Pers, 2019. 

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2009. 

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014. 

SyaikhU, Ariyadi, et.al., Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika 

Kontemporer, Yogyakarta: Penerbit K-media, 2020. 

Syafrida Nasution, Evi. Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian 

Kualitatif, Malang: Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024 

Yazid, Muhammad Fiqih Muamalah Ekonomi Islam, Wonocolo Surabaya: 

Imtiyaz, 2017. 

Zuhdi, Muhammad Harfin, Muqaranah Mazahib Fil Mua‟amalah, Mataram: 

Sanabil, 2015. 

 



 
 

 

Jurnal/ Skripsi 

Anna Husaema, dkk. Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pestisida di Sumpang 

Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam), Sighat IAIN 

parepare, Volume 1., No.1., 2022. 

Aprila Try Avinda, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang 

(Qardh) Uang Bersyarat (Studi Kasus Di Korong Taluk Pesisir Selatan)”, 

Skripsi, (Pesisir Selatan: UIN Suska Riau, 2021) 

Andi Mutmainnah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen 

di Desa Sappa Kabupaten Wajo, Skripsi, (IAIN: Parepare, 2023) 

 

Marina Zulfa, “Kasniah Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Ditinjau Dari 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar 

Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)”, Skripsi (Indragiri: Riau 

2022) 

Moh. Ah. Subhan ZA, “Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli di Media 

Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam”Akademika,Volume 11, Nomor 

1., (Juni 2017), h. 64. 

Mar‟athul Mufidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat 

Antara Petani Buah Jeruk dan Pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan 

Jambon Kabupaten Ponorogo”, Skripsi, (IAIN Ponorogo, 2021). 

M. Syukri, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Al-Qardh 

(Utang Piutang) Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-

SP)”, Skripsi, (UIN Suska Riau, 2021). 

Misbakhul Amar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Uang 

Dibayar Cengkeh (Studi Di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten 

Batang)”, Skripsi, (IAIN Pekalongan, 2020) 

Risaldy, Reza “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung 

Dari Pinjam Modal Di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat 

Kabupaten Luwu Utara”, Skripsi, Palopo: IAIN Palopo, 2021 

Robby Pradana, Aldo. “Implementasi Ayat-Ayat Tentang Pinjaman Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam” Commodity: Jurnal Perbankan Dan Keuangan 

Islam, Volume 03 No. 1., (2024), h. 56. 

Wahyuni, Tri “Permasalahan Dalam Penerapan Mekanisme Pasar Perspektif 

Islam”, Ekonomica Sharia Volume 5., No. 1., (Agustus 2019): h. 93 

 



 
 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Pedoman Wawancara Untuk Petani 

1. Bagaimana cara bapak/ ibu dalam meminjam modal kepada toke? 

2. Kenapa bapak/ibu melakukan peminjaman/ berhutang modal kepada toke? 

3. Apakah ada alasan lain bapak/ibu selain tidak ada modal dalam menanam 

jagung? 

4. Apakah ada syarat yang diberikan oleh toke dalam melunasi hutang 

tersebut? 

5. Bagaimana cara bapak/ibu dalam melunasi peminjaman tersebut? 

6. Bagaimana bapak/ibu melunasi hutang apabila terjadi gagal panen? 

 

Pedoman wawancara untuk toke 

1. Apa alasan bapak/ibu mau meminjamkan atau menghutangkan modal 

kepada petani? 

2. Apa syarat yang bapak/ibu berikan kepada petani yang meminjamkan 

modal? 

3. Kenapa bapak/ibu memberikan persyaratan tersebut kepada petani? 

4. Bagamana bapak/ibu mengambil resiko apabila terjadinya kerugian  

sehingga para petani susah membayar hutangnya?  

5. Dari mana bapak/ ibu mendapatkan keuntunganya? 
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